PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lantai 8-9
Jalan Jenderal Sudirman No. 199 Sukoharjo, Kode Pos 57521
Telpepon (0271) 593068 Fax. (0271) 593335

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 700-1 /(3¢ T#HuN 3026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI INTERNAL PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
DAN MELAYANI TAHUN 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90
Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona
Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi
Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang
Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih
dan Melayani di Instansi Pemerintah, dalam rangka
mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan dan
evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari
Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, perlu
membentuk Tim Penilai Internal Pembangunan Zona
Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Sekretaris Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah  Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat Il Batang dengan
mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah  Kabupaten  dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara
Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 2757);




2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6409);

. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3874) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6409);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);




Menetapkan
KESATU

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang
Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi
Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang
Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi
Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 307);

. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7

Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 300);

. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11

Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 11});

MEMUTUSKAN:

Membentuk Tim Penilai Internal Pembangunan Zona
Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Tahun 2025,
dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini.




KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

TEMBUSAN :

Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai
tugas sebagai berikut:

a.

b.

C.

melakukan evaluasi terhadap pembangunan Zona
Integritas yang dilakukan oleh unit kerja;

memberikan rekomendasi perbaikan kepada unit kerja
atas pembangunan Zona Integritas;

menyampaikan hasil evaluasi kepada Bupati terhadap

. kelayakan unit kerja yang akan diajukan mendapat

predikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani kepada Tim Penilai
Nasional; dan

melakukan pemantauan secara berkala terhadap unit
yang telah mendapat predikat Menuju Wilayah Bebas
Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dan
melaporkannya kepada Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung
jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran
2025.

Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada
tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 7 Februon 2028

/\f SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

G

/ WIDODO

Keputusan ini dikirim
kepada Yth.:

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;

2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo; dan

3. Tim yang bersangkutan.




Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Nomor : Jeo-1/ /36 T#HHUM 2015
Tanggal : 7 ‘fd,rwn 2025

SUSUNAN TIM PENILAI INTERNAL PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI TAHUN 2025

KEDUDUKAN

NO NAMA/NIP/JABATAN DALAM TIM KETERANGAN

1 2 3 4

1. | Sekretaris Daerah Kabupaten | Penanggung | Bertanggung jawab
Sukoharjo jawab terhadap seluruh

kegiatan

2. | Inspektur Daerah Kabupaten Ketua Bertanggung jawab

Sukoharjo atas pelaksanaan
kegiatan

3. |Kepala Bagian Organisasi Anggota Bertanggung jawab
Sekretariat Daerah  Kabupaten sesuai bidang
Sukoharjo tugasnya

4. | Sekretaris pada Badan Kepegawaian Anggota Bertanggung jawab
dan Pengembangan Sumber Daya sesuai bidang
Manusia Kabupaten Sukoharjo tugasnya

5. | Kepala Bidang Mutasi pada Badan Anggota Bertanggung jawab
Kepegawaian dan Pengembangan sesuai bidang
Sumber Daya Manusia Kabupaten tugasnya
Sukoharjo

6. | Kepala Bidang Pembinaan, Anggota Bertanggung jawab
Kesejahteraan Dan Informasi sesuai bidang
Kepegawaian pada Badan tugasnya
Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten
Sukoharjo

7. | Kepala Bidang Informasi Anggota Bertanggung jawab
Komunikasi Publik pada Dinas sesuai bidang
Komunikasi dan Informatika tugasnya
Kabupaten Sukoharjo

8. | Inspektur Pembantu Khusus Anggota Bertanggung jawab
pada Inspektorat Daerah Kabupaten sesuai bidang
Sukoharjo tugasnya

9. | Dhanang Ary Bowo, S.Sos. Anggota Bertanggung jawab
NIP. 19720822 199803 1 003 sesuai bidang
Analis Kebijakan Ahli Muda pada tugasnya
Bagian Organisasi Sekretariat
Daerah Kabupaten Sukoharjo.




KEDUDUKAN

NO NAMA/NIP/JABATAN DALAM TIM KETERANGAN

4 2 3 4

10. | Setiyo Budi Pamungkas, S.A.P Anggota Bertanggung jawab
NIP. 19960305 202012 1 010 sesuai bidang
Penelaah Teknis Kebijakan pada tugasnya
Bagian Organisasi Sekretariat
Daerah Kabupaten Sukoharjo

11. | Wiwin Hesty Ramadhani, S.I.P Anggota Bertanggung jawab
NIP. 19970210 202012 2 012 sesuai bidang
Penelaah Teknis Kebijakan pada tugasnya
Bagian Organisasi Sekretariat
Daerah Kabupaten Sukoharjo

12. | Retno Setyaningsih, S.A.P Anggota Bertanggung jawab
NIP.19910528 202012 2 018 sesuai bidang
Penelaah Teknis Kebijakan pada tugasnya
Bagian Organisasi Sekretariat
Daerah Kabupaten Sukoharjo

13. | Anton Nugroho, SE, M.Si Anggota Bertanggung jawab
NIP. 19790621 199903 1 001 sesuai bidang
Analis Sumber Daya Manusia tugasnya
Aparatur Ahli Muda pada Badan
Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten
Sukoharjo

14. | Sumantri Handoko Jati, ST Anggota Bertanggung jawab
NIP. 19760126 200604 1 008 sesuai bidang
Analis Sumber Daya Manusia tugasnya
Aparatur Ahli Muda pada Badan
Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten
Sukoharjo

15. | Chandra Bachtiar, SE Anggota Bertanggung jawab
NIP. 19830709 200801 1 006 sesuai bidang
Penelaah Teknis Kebijakan pada tugasnya
Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Sukoharjo

16. | Lungid Wicaksana, S.Sos Anggota Bertanggung jawab
NIP. 19940104 202203 1 006 sesuai bidang
Analis Sumber Daya Manusia tugasnya
Aparatur Ahli Pertama pada Badan
Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten
Sukoharjo

17. | Haryanti, S.Kom, M.Eng Anggota Bertanggung jawab

NIP.19790922 200604 2 010
Pranata Komputer Ahli Muda pada
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Sukoharjo

sesuai
tugasnya

bidang




KEDUDUKAN
NO NAMA/NIP/JABATAN DALAM TIM KETERANGAN
L 2 3 4

18. | Jajang Amiroso, S.Si, M.M. Anggota Bertanggung jawab
NIP. 19870927 201001 1 008 sesuai bidang
Perencana Ahli Muda pada Badan tugasnya
Perencanaan Pembangunan, Riset
dan Inovasi Daerah Kabupaten
Sukoharjo

19. | Ari Kustanto, S.Kom. Anggota Bertanggung jawab
NIP.19930311 202012 1 013 sesuai bidang
Pranata Komputer pada Badan tugasnya
Perencanaan Pembangunan, Riset
dan Inovasi Daerah Kabupaten
Sukoharjo

20. | Agus Joko Marwanto, SH, M.Si Anggota Bertanggung jawab
NIP. 19671005 199312 1 003 sesuai bidang
Auditor Ahli Madya pada Inspektorat tugasnya
Daerah Kabupaten Sukoharjo

21. | Adhi Pramono, S.Si Anggota Bertanggung jawab
NIP. 19801025 200604 1 016 sesuai bidang
Auditor Ahli Madya pada Inspektorat tugasnya
Daerah Kabupaten Sukoharjo

22. | Andri Sumartono, SE, M.Si Anggota Bertanggung jawab
NIP. 19780228 200801 1 006 sesuai bidang
Auditor Ahli Muda pada Inspektorat tugasnya
Daerah Kabupaten Sukoharjo

23. | Sri Retno Handayani, SE Anggota Bertanggung jawab
NIP. 19840328 201001 2 026 sesuai bidang
Auditor Ahli Muda pada Inspektorat tugasnya
Daerah Kabupaten Sukoharjo

24. | Tantyo Adhi Pratama, S.Sos Anggota Bertanggung jawab
NIP. 19961020 202203 1 008 sesuai bidang
Auditor Ahli Pertama pada tugasnya
Inspektorat Daerah  Kabupaten
Sukoharjo

25. | Lisa Agustina, S.Ak Anggota Bertanggung jawab
NIP. 19960816 202012 2 012 sesuai bidang
Auditor Ahli Pertama pada tugasnya
Inspektorat Daerah  Kabupaten
Sukoharijo

/! SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SUKOHARJO,

7-/CY/’

/ WIDODO




